Anggaran Pembangunan Jalan Di Kota Banjarbaru Tahun Ini Dikurangi
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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru mengurangi
anggaran penyelenggaraan jalan pada 2023. Tahun ini, anggaran yang tersedia hanya
Rp38,5 miliar. Padahal tahun lalu mencapai Rp57,9 miliar. Anggaran itu pun dibagi-bagi,
untuk kegiatan pembangunan jalan Rp4,7 miliar, rekonstruksi/peningkatan jalan Rp15,8
miliar, dan rehabilitasi jalan Rp5,7 miliar.

Lalu untuk pemeliharaan berkala jalan Rp9,3 miliar, pemeliharaan rutin jalan
Rp2,1 miliar, serta kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jembatan sebesar Rp850 juta.
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Banjarbaru, Adi Maulana mengatakan,
anggaran untuk jalan dikurangi karena tahun ini difokuskan untuk kegiatan lain. “Seperti
penanganan banjir, penyediaan prasarana perkantoran, atau pembangunan gedung
perkantoran,” katanya, (4/1). Meski anggaran untuk jalan dikurangi, namun pagu yang
dimiliki Dinas PUPR pada 2023 ini naik. Dari Rp168 miliar, jadi Rp178 miliar.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa sejak kepemimpinan Gubernur
Kalimantan Selatan (Kalsel),Sahbirin Noor, pembangunan infrastruktur terus dilakukan.
Salah satunya pembangunan akses jalan Banjarbaru-Batulicin. Pembangunan akses jalan
dilakukan sejak tahun 2019 dengan panjang 100 km, bahkan setiap tahun terus
dilaksanakan pembangunan tersebut.

“Jadi tahun 2023, kami dapat anggaran Rpl150 miliar untuk jalan tersebut.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk memasang sejumlah box culvert dan
pengaspalan jalan. Target tahun depan jalan sudah tersambung, tidak lagi terpisah oleh
sungai,” kata Kadis PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, di Banjarbaru, Rabu (29/3/2023).

Menurutnya, untuk menyambungkan jalan Banjarbaru-Batulicin masih perlu
membangun empat jembatan. “Targetnya tahun depan bisa dibangun, mudah-mudahan

ada anggarannya,” ujarnya.
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Catatan:

Pengaturan  Penyampaian  Laporan  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan

APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003

1)

2)

3)

4)

Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari
Pemerintah Daerah.

Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan
Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,
yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran
selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja
satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan
Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan
tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan
dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh
Pemerintah.
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